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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA

KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

NOMOR : PK.422.1/202/53.18/1V/2023

TENTANG

BELAJAR MASYARAKAT

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN
(PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di bentuk

oleh masvarakat, merupakan milik masyarakat dan di kelola
oleh masyarakat berdasarkan arah kebijakan pembangunan

Pendidikan Nasional yang diarahkan untuk mewujudkan

Memr=mbang

pendidikan yang berkeadilan, bermutu, dan relevan dengan

kebutuhan masyarakat;
Bahwa Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM) bertujuan untuk

mengembangkan diri, mengembangkan profesi, mendirikan

usaha secara mandiri dan melanjutkan pendidikan ke level

vang lebih tinggi;
Bahwa Pusat Kegiatan Masyarakat Belajar Masyarakat
(PKBM) yang namanya tercantum di dalam Keputusan ini

dianggap layak untuk mendapatkan Perpanjangan Izin
Operasional;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam hupuf a, huruf b dan huruf ¢ maka di pandang perlu
untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Sumba Barat Daya;
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20 10 tentang

(Lembaran

Peraturan Pemerintah Nomor
23,

n dan penyelenggaranl pendidikan

Pengelolaa o Nomor

Negara Republik

'Ta_hllﬂ 201

51095) sebagaimana
Pemerintah Nomor 66 Tahun 20 10 tentang

ntah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang

Peraturan Pemeri
Pengelolaan Dan Penyelenggaraan
Negara Republik
Tambahan Lembaran Negara

5157);

Peru
2010 t

(Lembara

entang Pengelolaan Dan Penyelen
n Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
Republik Indonesia

112, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 51357)
endidikan dan Kebudayaan Nomor 14

Peraturan Mentert P
[si Untuk Program Paket A,

Tahun 2007 tentang Standar

Program Paket B, dan Program Paket C

peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49

T hun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh
Satuan Pendidikan Nonformal;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3

Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan

Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81

Tahun 2013 Tentang Pendinan Satuan Pendidikan

Nonformal.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44

Tahun 2009 Tentang Standar Pengelola Pendidikan
Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, Prograw

Paket C
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Memperhatikan : 1. Izin Operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Menetapkan

Kesatu

9  Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya (Lembaran Daerah

Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2016 Nomor 009);

Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor
PK.422.1/374/33. 18/V1/2019

2. Surat permohonan  pengajuan perpanjangan
Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar
(PKBM) dari :

Nama Lembaga . PKBM DAWARA

Tahun Berdiri -+ 2019

Nomor Surat . 010/PKBM-D J111/ 2023

Tanggal Surat . 04 Maret 2023

MEMUTUSKAN

Memberi persetujuan perpanjangan Izin Operasional Pusat

Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :

NAMA : PUSAT KEGIATAN BELAJAR
LEMBAGA VMASYARAKAT (PKBM) DAWARA
NPSN : PO984441
JENIS 1 PROGRAM KESETARAAN : PAKET A,
PROGRAM PAKET B DAN PAKET C

5> PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

3. PENDIDIKAN KEAKSARAAN

FUNGSIONAL (KF)

4. TAMAN BACA MASYARAKAT (TBM)

5. PENDIDIKAN/KURSUS KETERAMPILAN

6.  PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN,
USAHA PRODUKTIF MASYARAKAT,
KELOMPOK BELAJAR USAHA (KBU)

DAN KUBE.

ALAMAT : DUSUN Il KALEBU DAWARA, DESA
KABALI DANA KECAMATAN WEWEWA
BARAT
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peraturan Pemndang-Undangan yang _ :
ditetapkan kemudian. t. o ;
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2. Wajib menjamin warga belajar memperoleh Lo
pendidikan; i e

+'-

3. Memlfasilitasi penjaminan mutu pendidikan dengan berped "r
pada Standar Nasional Pendidikan; | -4 | -i A

4. Mengembangkan dan melaksanakan sistem mformad’ g

A L,

"’5..’3

:‘

pendidikan dan lembaga pendidikan yang berbasis teh'mloﬁ

informasi dan komunikasi:

O. Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga

kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan; l

6. Wajib menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di

atas tanah milik Lembaga pendidikan atau cara lain yang sesuai

dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, tidak e

bersengketa dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain “’

kegiatan proses pembelajaran. |

Ketiga . Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, Lembaga Pusat
Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dimaksud pindah alamat,

berganti nama lembaga dan pengelolanya berpindah tangan maka

keputusan ini dinyatakan batal dan harus menga

permohonan Izin Operasional yang baru; 3 egw.:

J'

Keempat : Apabila terjadi penyimpangan dan timbul kerugian b

...........
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Pada Tanggal 12 April 2023 Vi
chala Dmas Pendidikan dan Kebudﬂm

NIP. 19671020 199903 1 006

Tembusan: .‘

1. Bupati Sumba Barat Daya di Tambolaka.

2. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka.

3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Dz
Tambolaka.

Inspektur Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka.

4
5. Camat Wewewa Barat di Tempat.

6. Kepala Desa Kabali Dana di Tempat.
7

Scanned by TapScanner



